
1

LEMBARAN DAERAH
KOTA  BANDUNG
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:
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D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR  :  13  TAHUN  2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN,
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN

TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sektor perindustrian dan perdagangan memberikan kontribusi yang besar
dalam mewujudkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pembangunan dan
pengembangan perindustrian dan perdagangan di suatu daerah perlu adanya
pembinaan dan pengendalian;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas
dan sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan sektor perindustrian dan
perdagangan maka diperlukan adanya peningkatan kinerja dan anggaran  dari
Pemerintah Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas,
maka Pemerintah Kota Bandung memandang perlu untuk menetapkan retribusi
yang berkaitan dengan sektor perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Stb.1926 Nomor 226 yang
telah diubah dan ditambah dengan Stb.1940 Nomor 14 dan 15);

2. Bedrijsreglementterings Ordonantie 1934 (Staatblad tahun 1938 Nomor 86);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
Wilayah/Daerah);
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4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran
Negara Nomor 31 Tahun 1962);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2853);

6. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3214);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3340);

9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara  Tahun 1992 Nomor 115,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);

15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3720);

16. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

17. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor  1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1144 Jo. Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1467);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan
Usaha Asing di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1977
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113 Jo. Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3596);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan
Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ancaman Pidana/Sanksi;

27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun
1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadaya Daerah
Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;

29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun
1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung;
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31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun
1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;

36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib
Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung, yang selanjutnya disingkat DPRD;

d. Walikota adalah Walikota Bandung;

e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang di bidang retribusi perindustrian dan perdagangan serta mendapat
pendelegasian dari Walikota;

f. Kas  Daerah  adalah  Kas  Pemerintah  Kota  Bandung;
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g. Retribusi  adalah  Pungutan  Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau
pemberian  ijin  tertentu  yang  khususnya  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh
Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang  Pribadi dan/atau  badan hukum;

h. Retribusi Tanda Daftar Gudang adalah pungutan daerah atas pemberian Tanda
Daftar Gudang yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang selanjutnya
disingkat TDG;

i. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau
berdasarkan ketentuan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;

j. Perusahaan adalah  setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di
Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

k. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bidang Usaha
Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan
hukum yang berkedudukan di Indonesia;

l. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus
yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

m. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan
bagian dari jenis industri;

n. Ijin Industri adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan
kepada Perusahaan Industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial
berupa Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya;

p. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus
menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai
imbalan atau kompensasi;

q. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat
melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;

r. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum
yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;

s. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang
perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba;

t. Gudang adalah suatu ruangan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk
dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;

u. Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut  Peraturan
perundang–undangan  Retribusi  kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran
Retribusi  termasuk  pemungut  atau  pemotong  retribusi  tertentu;
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